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ABSTRAK  
 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang mengambarkan seberapa 

besarnya pengaruh dampak Pemekaran Kecamatan terhadap pelayanan publik di 

Kantor Kecamatan Jakabaring Kota Palembang kepuasan dan kelancaran 

masyrakat dalam menguurus administrasi menjadi tolak ukur dalam dampak 

pemekaran kecamatan ini terutama dalam pengurusan kartu keluarga ,dan menjadi 

landasan dari tujuan pemekaran itu sendiri yang berhasil tidaknya dalam 

pelaksanaan kebijakan ini lalu sesuai tidak dengan yang di rencanakan sebelumnya. 

Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini 

didasarkan pada hasil pengamatan wawancara awal yang penulis lakukan pada 

kantor Kecamatan Jakabaring Kota Palembang ,dimana pada saat wawaancar 

terkait apa saja pelayanan administrasi yang tersedia di kantor Kecamatan 

Jakabaring yang paling sering di lakukan masyarakat ialah pada tahun 2017 setelah 

di mekarkan pengurusan administrasi yang paling ramai adalah pengurusan kartu 

keluarga . dimana penulis menemukan indikasi masalah dengan apa saja dampak 

yang ditimbulkan setelah terjadinya pemekaran Kecamatan itu sendiri yang menjadi 

tolak ukur adalah data agenda pengurusan kartu keluarga dan wawancara yang yang 

dilakukan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan 

yang meliputi observasi dan wawancara. Adapun dalam penentuan sampel penulis 

mengunakan analisis menurut Miles & H  uberman (2014:31) dengan penilaian 3 

aktivitas bersamaan yaitu kondensasi data,tampilan data ,mengambarkan/verifikasi 

kesimpulan. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukan adanya tingkat pelayanan 

administasi sesuai dengan teori dampak kebijakan dari hasil data data agenda 

administrasi kartu keluarga yang menunjukan kemajuan tingkat pelayanan 

administrasi di Kecamatan Jakabaring. 

Berdasarkan hasil penelitian analisis dari kesimpulan pembahasan maka penulis 

mengajukan saran saran sebagai berikut :perlunya peningkatan sdm yang 

berpendidikan dan berpengalaman,adanya nomor antrian agar memudahkan 

masyrakat,sarana dan prasarana yang di lengkapi lebih lengkap. 
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ABSTRACT 
 

This thesis is the result of research that describes how much influence the impact 

of Sub-district Expansion has on public services at the Jakabaring Sub- district 

Office, Palembang City, the satisfaction and smoothness of the community in taking 

care of administration is the benchmark in the impact of this sub-district expansion, 

especially in the management of family cards, and is the basis of the expansion goal 

itself which is successful or not in the implementation of this policy and according to 

what was planned before. 

The background of the author's interest in making this thesis is based on the 

results of preliminary interview observations that the author conducted at the 

Jakabaring District Office, Palembang City, where at the time of the interview 

related to what administrative services are available at the Jakabaring District 

Office, the most frequent administrative service provided by the community is in 

2017 after the expansion of the most crowded administrative management is family 

card management. where the author finds an indication of the problem with what 

the impact caused after the expansion of the District itself is the benchmark is the 

agenda data for family card management and interviews conducted. 

The research method used is a qualitative method with a descriptive approach 

with data collection techniques through field studies and which include observation 

and interviews. As for determining the sample, the author uses analysis according 

to Miles & Huberman (2014: 31) with an assessment of 3 concurrent activities, 

namely data condensation, data display, drawing / verifying conclusions. 

The results of the research conducted by the author show the level of 

administrative services in accordance with the theory of policy impact from the 

results of the family card administration agenda data which shows the progress of 

the level of administrative services in Jakabaring District. 

Based on the results of the research analysis of the conclusion of the discussion, 

the authors propose the following suggestions: the need to increase educated and 

experienced human resources, the existence of queue numbers to make it easier for 

the community, facilities and infrastructure that are more comple
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia mempunyai bentuk negara kesatuan yang 

kokoh dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Desentralisasi sebagai implikasi 

negara kesatuan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu terhadap tanggung jawab 

urusan pemerintahan. PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tersebut 

menjelaskan bentuk kewenangan dari pemerintah daerah antara lain pemerintah 

daerah mempunyai kewenangan melakukan pemekaran wilayah yakni 

Penghapusan, Penggabungan, Kecamatan merupakan pembagian wilayah 

administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas 

desa-desa atau kelurahan-kelurahan. dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, 

Kecamatan merupakan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang 

mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Seiring 

dengan dinamika dan permasalahan dan berkembang di masyarakat dengan begitu 

cepat pelayan masyarakat untuk lebih berbenah keterampilan sumber daya 

manusia, memperbaiki kinerja, menetapkan organisasi serta meningkatkan mutu 

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. 
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Salah satu jenis pembentukan daerah adalah pemekaran daerah. Menurut 

Trueblood etc dalam Santoso (2015: 35)1 pemekaran (fragmentation) diartikan 

sebagai pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih 

pemerintahan daerah. Harapan meratanya pelayanan publik dengan pelaksanaan 

desentralisasi tersebut sebagaimana yang diinginkan pemerintah daerah. Juga 

sebagai upaya untuk mengatasi masalah terkait pada daerah yang jumlah 

penduduknya tinggi dan tidak.,sebagaimana diketahui bahwa kecamatan sebagai 

penyelenggara urusan pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

merata, efisien, dan efektif. Oleh karena itu penting bagi Kota Palembang 

melakukan pemekaran kecamatan yaitu dengan cara membentuk suatu kecamatan 

baru, yakni Kecamatan Jakabaring pembentukan kecamatan Seberang Ulu 1 di 

Kota Palembang pada PERDA no 5 Tahun 2017 tentang pembentukan Kecamatan 

Jakabaring yang terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi “Dengan Peraturan Daerah 

ini, dibentuk Kecamatan Jakabaring sebagai pemekaran Kecamatan Seberang Ulu 

I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga sebagai pemekaran Kecamatan Ilir Timur II “ dan 

mempunyai tujuan tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 “Tujuan 

dibentuknya Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga adalah sebagai 

upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi 

pemerintahan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat serta 

tugas Suatu organisasi atau lembaga dalam pemerintahan daerah yang disebut 

dengan kecamatan memberikan bantuan dan laporan kepada kepala daerah. kepala 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintah harus membagi kecamatan berdasarkan 

apakah pelaksanaannya berpengaruh positif atau negatif terhadap 
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peningkatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan daerah dan cara peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Kasus et al., 2021). 

Secara administratif, kecamatan terbagi atas beberapa wilayah yang terdiri 

dari desa atau kelurahan yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang lebih 

rendah. Indonesia memiliki struktur otonomi daerah dimana kecamatan sebagai 

komponen wilayah kabupaten dan kota memiliki wilayah kerja dengan seorang 

pemimpin yaitu camat pada umumnya. (Poma et al., 2021) pembinaan wilayah”. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menalisis dampak 

pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan 

pengamatan yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa sebelum adanya 

pemekaran kecamatan Jakabaring layanan yang diberikan kepada warga 

masyarakat, sering menimbulkan ketidak puasan. layanan pengurusan pengantar 

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang akan dilanjutkan pada kantor 

Catatan Sipil Kota Palembang serta pengurusan lainnya yaitu Surat Ijin Tempat 

Usaha, pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan, dan berbagai jenis perijinan yang 

di keluarkan oleh pemerintah kecamatan namun saya terfokus untuk menanalisis 

dan mencari masalah dalam mekanisme pengurusan kartu kelurga. 

Seiring dengan era reformasi tersebut pelayanan public juga perlu 

dilakukan reformasi, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, 

hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Di beberapa 

daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih 

berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk 

mewujudkannya secara nyata. Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan 
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masyarakat. Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah termasuk 

aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal 

kepada masyarakat,Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang 

demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya 

sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di 

daerahnya. 

Salah satu jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah 

Kecamatan Seberang ulu satu yang sering mendapatkan keluhan dari masyarakat 

adalah pelayanan bidang administrasi kependudukan, bahwa identitas 

kependudukan merupakan kebutuhan vital bagi warga penduduk/masyarakat, hal 

ini menggambarkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah 

Kecamatan seberang ulu satu masih rendah dari yang diharapkan oleh masyarakat. 

Dengan kondisi yang demikian Pemerintah memekarkan Kecamatan Seberang ulu 

satu menjadi memekarkan Kecamatan Jakabaring dan memerlukan penanganan 

secara khusus untuk mengatasi kendala karena keadaan geografis tersebut, serta 

didorong oleh keinginan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga secara bertahap perlu diperlukan pegawai yang ditempatkan secara 

professional, berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan studi kasus mengenai 

Pemekaran Kecamatan ya dengan pelayanan publik bidang Surat Pengantar Kartu 

Kartu Keluarga. 

Landasan Pemekaran ini sudah di jelaskan pada peraturan pemerintah yang 

Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah 
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memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. 

Peraturan yang sebelumnya Perda Nomor 5 Tahun 2017 dan sekarang menjadi 

Perda nomor 6 Tahun 2019 . 

Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak 

pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi 

harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan 

pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah seringkali cenderung rumit dan memiliki masalah seperti : Tata cara 

pelayanan, rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan 

disiplin kerja. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

umum di daerah termasuk di kecamatan Jakabaring. 

Kecamatan Jakabaring ini merupakan wilayah yang baru dimekarkan pada 

tahun 2017 dari wilayah induk yaitu kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang 

Pemekaran wilayah ini diperkuat dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 

tentang pemekaran Kecamatan Jakabaring,seperti yang terjadi pada wilayah- 

wilayah yang baru dimekarkan, pelayanan public yang sebenarnya menjadi alasan 

untuk dilakukan pemekaran tersebut justru menjadi masalah yang krusial,demikian 

halnya yang terjadi di wilayah kecamatan Jakabaring,hal ini bagi penulis cukup 

menarik untuk dielaborasi lebih lanjut untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi. 

Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang dampak dari pemekaran 

wilayah Kecamatan Jakabaring terhadap pelayanan public di wilayah ini, 

khususnya dalam hal pelayanan administrasi pengurusan Kartu Keluarga. 
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Berdasarkan tujuan tersebut, pembentukan kecamatan Jakabaring 

diharapkan mampu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat lebih efektif. Dengan dibentuknya Kecamatan Jakabaring, masyarakat 

tidak perlu mengantri lama seperti sebelumnya yang hanya terpusat di 2 kecamatan 

yaitu kecamatan Seberang ulu 1 dan ilir timur II . Sehingga setelah pemekaran 

kecamatan, pelayanan publik dapat diberikan melalui kecamatan Jakabaring dan 

ilir timur III Pembentukan kecamatan baru tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan menjadi efektif dan efisien. 

Dengan adanya pembentukan Kecamatan Jakabaring, diharapkan 

memberikan perubahan sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu peningkatan 

pelayanan publik. Namun dalam pembentukan/pemekaran Kecamatan Jakabaring 

dapat saja menjadikan pelayanan tidak efektif apabila belum adanya kesiapan 

fasilitas dan sumber daya manusia yang berkompeten. Oleh sebab itu seharusnya 

pemekaran kecamatan dilakukan karena kebutuhan pelayanan publik bukan 

kepentingan kekuasaan. Berdasarkan permasalahan yang telah digambarkan di 

atas, diketahui bahwa pemekaran kecamatan dilakukan untuk mengatasi masalah 

kependudukan dan luas wilayah yang tidak seimbang, untuk memenuhi persyaratan 

sebagai kota, dan meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan alasan- alasan 

tersebut, pemekaran wilayah kecamatan Jakabring menjadi sebuah kecamatan 

sangat berdampak pada pelayanan publik di wilayah tersebut. Hal itu terlihat 

khususnya dalam hal penerbitan surat izin pembuatan kartu keluarga yang menjadi 

objek penelitian tulisan ini,mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

yang akan menggambarkan proses administrasi pembuatan kartu 
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keluarga di Kecamatan Jakabaring serta memperbandingkannya dengan proses 

yang sama pada saat sebelum di mekarkan. 

Dimana kita tahu pengertian dampak menurut ( W.J.S Poerwadarminta, 

Kamus besar Bahasa Indonesia, 2005) tentang pengertian dampak pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat baik negative maupun positif. Dampak negative adalah 

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negative, sedangkan dampak positif 

merupakan sebaliknya yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat 

positif,maka dari itu teori Dampak Kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: Dampak internal, meliputi : 1. Ketersediaan data 2. Lembaga atau 

organisas Dampak Eksternal meliputi, : 1. Lingkungan 2. Masyarakat 3. Psikologis 

4. Ekonomi Pemilihan dampak kebijakan ini diambil dari beberapa teori dampak 

kebijakan dari Thomas dye, Langbein Weiss .Finterbusch and motzdan untuk 

menganalisa tulisan ini akan menggunakan konsep pemerintah tentang pelayanan 

public yang tertuang dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 . 

Beberapa Tulisan yang membahas mengenai isu yang mendukung serta 

membantu dalam penelitian ini telah ada,beberapa diantaranya diangkat oleh 

beberapa peneliti yang dalam judul tulisannya, baik berupa jurnal,artikel,maupun 

bentuk tulisan lainnya. Beberapa literaur diantranya setidaknya telah memuat tema 

yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini diantaranya mengenai 

dampak pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik (suatu studi di kantor 

Kceamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu 

Keluarga) yang ditulis oleh Silvana Yosephus,Analisis dampak pemekaran 

Kecamatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang yang di tulis oleh Juherda,lalu Pengaruh Pemekaaan Kecamatan 
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terhadap Persepsi Masyarakat tentang pelayanan publikdan kesejahteraan 

masyarakat studi di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Jawa Timur yang 

ditulis oleh Nurul Hidayani dan Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Pada Aspek 

Kualitas Pelayanan di Kcematan Solear Kaabupaten Tangerang yang di tulis oleh 

Lisa Agustina Dewi yang membahas tentang pengurusan kartu keluarga setelah 

Kecamatan itu di mekarkan yang merupakan topik pembahasan dari penulis. 

Lingkungan pemerintahan umumnya,dijumpai banyak faktor yang 

menyebabkan kualitas pelayanan masih rendah struktur organisasi pemerintahan 

masih terlalu prosedur kerja yang harus dilalui, sehingga memerlukan waktu yang 

terlalu lama; persoalan yang seharusnya yang terlalu panjang rentan lebar; 

informasi yangi kurangnya koordinas jelas. jalur hirarki Sandali atau mekanisme 

pengendalian yang terlalu tidak cepat ditanggapi untuk diketahui dan diatasi: 

antara unit atau bagian; dan juga pembagian kerja yang kurang vai atau aparatur 

pemerintah yang ada sangat besar tetapi dengan kemampuan yang terbatas, 

sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan secara efektif. 

Kenyataan yang terjadi justru masyarakat yang melayani birokrasi, sikap 

dan prilaku yang tidak bersedia melayani masyarakat secara adil dan sama rata itu 

masih tampak di beberapa instansi, disamping itu rutinitas tugas pelayanan yang 

berlebihan pada pertanggung jawaban formal (formal accountability) telah 

menyebabkan prosedur kerja yang kaku dan lamban serta kurang responsive, yang 

sebelumnya kecamatan seberang jakabaring masih bagian dari kecamatan 

seberang ulu satu dan dengan berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 2019 penulis 

tertarik itu mengkaji masalah itu yang dituangkan dalam judul : diharapkan dengan 



9  

penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh 

pemekaran wilayah terhadap peningkatan kulaitas pelayanan kepada masyarakat.. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari apa yang diuraikan diatas maka penulis ingin membatasi lingkup 

permasalahan dengan merumuskan masalah yang dikemukakan sebagai berikut: 

“Bagaimana Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Pada Layanan Pembuatan 

Kartu Keluarga Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis dampak pemekaran 

wilayah dalam layanan penerbitan surat izin pembuatan kartu keluarga di 

kecamatan Jakabarig Kota Palembang. 

1.4 Manfaat 
 

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan 

Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan pemekaran dan 

pelayanan publik; serta bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis : 
 

a. Bagi Instansi 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi staf kecamatan 

Jakabaring dalam pemberian layanan publik khususnya layanaan penerbitan 

surat izin pembuatan kartu keluarga dalam peningkatan kinerja. 
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b. Bagi Masyarakat 
 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas,khususnya bagi masyarakat sekitar Kecamatan 

dalam proses layanan administrasi instasnsi tersebut. 

c. Bagi peneliti 
 

Penelitian ini sebagai sumber informasi dan refernsi dalam pengembangan 

peneliti terkait pembuatan kartu keluarga di kecamatan dalam menambah 

pengalaman langsung bagi penulis. 
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